BABYV

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Mekanisme

Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Disiplin Asn Berdasarkan Pp

No0.94 Tahun 2024 Tentang Disiplin Asn Perspektif Fiqih Siyasah (Studi

Kasus Pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu), dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin ASN di Kanwil Ditjen
Pemasyarakatan Bengkulu telah berjalan sesuai prosedur PP No. 94 Tahun
2021 melalui enam tahapan: pelaporan dugaan pelanggaran, pemeriksaan
dan penyusunan BAP, klasifikasi jenis hukuman (ringan, sedang, berat),
penerbitan Surat Keputusan oleh pejabat berwenang secara berjenjang,
pemberian hak keberatan dan banding administratif, serta eksekusi dan
monitoring pasca-hukuman. Selama 2023-2025, tercatat 55 kasus
pelanggaran dari 45 pegawai. Faktor pendukung pelaksanaannya meliputi
regulasi yang komprehensif, komitmen pimpinan, dan dukungan teknologi
informasi. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM
pemeriksa, budaya sungkan dalam pelaporan, lemahnya pengawasan di
UPT terpencil, dan kurangnya pemahaman ASN terhadap substansi

regulasi.
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2. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin
ASN di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu secara umum telah
selaras dengan prinsip-prinsip figh siyasah. Sistem pemeriksaan yang
memberikan hak pembelaan diri mencerminkan prinsip al-'adalah
(keadilan) sesuai QS. An-Nisa: 58. Sanksi berjenjang yang proporsional
berkorespondensi dengan konsep ta'zir, yaitu sanksi yang bersifat edukatif
dan preventif, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan pembinaan pasca-
hukuman juga sejalan dengan filosofi 'uqubah dalam Islam yang
berorientasi reformatif demi kemaslahatan individu dan organisasi. Namun
demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal konsistensi penerapan
sanksi agar sesuai prinsip al-musawah (persamaan di hadapan hukum),
peningkatan sosialisasi regulasi kepada seluruh ASN, serta penguatan
budaya amar ma'ruf nahi munkar dalam organisasi sebagai wujud
tanggung jawab ulil amri dalam mewujudkan al-maslahah al-'ammah
(kemaslahatan umum).

B. Saran
1. Disarankan untuk melakukan peningkatan kompetensi serta penambahan
personel tim pemeriksa yang didukung dengan optimalisasi teknologi
pengawasan berbasis digital, agar proses penegakan disiplin lebih efektif,
cepat, dan akuntabel, termasuk menjangkau UPT yang jauh.
2. Disarankan adnya perubahan budaya kerja dengan menghilangkan budaya
sungkan serta membangun kesadaran bahwa pelaporan pelanggaran

merupakan bagian dari integritas dan tanggung jawab institusional.
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3. Disarankan untuk sosialisasi berkelanjutan terkait PP No. 94 Tahun 2021
yang diintegrasikan dengan pembinaan nilai-nilai keagamaan, guna
menumbuhkan kesadaran disiplin ASN sebagai bentuk amanah dan

tanggung jawab moral-spiritual.
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